Judul Produk Pelayanan	: Penundaan atau Pengangsuran Utang di Bidang Kepabeanan dan Cukai
Nomor KEP			: KEP-233/BC/2024
Nomor Produk			: 011

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan
	No
	Komponen
	Uraian

	1
	Persyaratan
Pelayanan
	1.  Definisi untuk diketahui antara lain:
a.  Utang adalah utang kepabeanan dan/atau utang cukai. b.  Utang Kepabeanan adalah pajak berupa bea masuk dan bea keluar yang masih harus dibayar, termasuk bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk pembalasan, sanksi administrasi     berupa     denda,     dan/atau     bunga
berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
c.  Utang Cukai adalah pajak berupa tagihan cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi	berupa     denda,     dan/atau     bunga berdasarkan Undang-Undang Cukai.
d. Penundaan   adalah   pengunduran   jangka   waktu pembayaran Utang Kepabeanan.
e. Pengangsuran  adalah  pembayaran  Utang  secara bertahap.
f.	Pihak Yang Terutang adalah orang pribadi atau badan hukum yang Namanya tercantum dalam dokumen yang menyebabkan timbulnya Utang.
2. Penundaan    atau    Pengangsuran    terhadap    Utang Kepabeanan; atau Pengangsuran terhadap Utang Cukai diajukan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Bea dan Cukai. Adapun Utang yang dapat diberikan Penundaan atau Pengangsuran merupakan Utang yang timbul dari:
a.  Surat penetapan;
b.  Surat tagihan;
c.  Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan; atau d.  Putusan badan peradilan pajak.
3.  Penundaan atau Pengangsuran tidak dapat diberikan dalam hal Utang sedang diajukan upaya administratif atau upaya hukum, meliputi:
a.  Keberatan     sebagaimana     dalam     Undang-Undang
Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai;
b.  Banding sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai;
c. Pembetulan surat penetapan atau pengurangan atau penghapusan	sanksi     administrasi     sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 92A ayat (1) UU Kepabeanan;
d. Pembetulan  surat  tagihan  atau  surat  keputusan keberatan atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi  sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 40A ayat (1) UU Cukai.
4.  Penundaan atau Pengangsuran Utang Kepabeanan dapat diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan Pihak Yang Terutang. Sedangkan Pengangsuran Utang Cukai dapat	diberikan   kepada   Pihak   Yang   Terutang   yang merupakan  Pengusaha Pabrik yang mengalami  kesulitan




	







	
	
	keuangan atau keadaan kahar.

	2
	Sistem, Mekanisme
Dan Prosedur
	1.  Pemohon   selaku   Pihak   Yang   Terutang   mengajukan
permohonan Penundaan atau Pengangsuran kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Bea dan Cukai, paling lambat sebelum surat paksa diberitahukan oleh Jurusita Bea dan Cukai.
2.  Permohonan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a.  Ditandatangani oleh Pihak Yang Terutang, dan b.  Dilampiri dengan:
i.	Surat   penetapan,   surat   tagihan,   Keputusan Direktur	Jenderal   mengenai   keberatan,   atau putusan badan peradilan pajak;
ii.	Laporan keuangan periode berjalan dan laporan keuangan	tahun    sebelumnya,    atau    catatan sebagaimana	diwajibkan     dalam     ketentuan peraturan	 perundang-undangan     di     bidang kepabeanan dan cukai.
iii.	Catatan  keuangan,  yang  paling  sedikit  memuat informasi terkait dengan:
(1) Total asset; (2) Total utang (3) Total ekuitas (4) Aset lancar (5) Utang lancar
(6) Laba ditahan; (7) Penjualan;
(8) Laba sebelum bunga dan pajak; dan
(9) Laba bersih, dalam hal Pihak Yang Terutang tidak	diwajibkan          menyelenggarakan pembukuan	yang    menghasilkan    laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada butir 2 (ii).
iv.	Surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Pihak Yang Terutang, dalam hal permohonan bukan diajukan oleh Pihak Yang Terutang.
3. Dalam hal permohonan diajukan karena Pihak Yang Terutang mengalami keadaan kahar, maka juga harus melampirkan surat keterangan dari instansi berwenang yang menyatakan telah terjadi keadaan kahar.
4. Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap permohonan Penundaan atau Pengangsuran, yang meliputi: a.  Kelengkapan surat permohonan;
b.  Jangka waktu permohonan;
c.  Pemenuhan syarat Utang tidak sedang diajukan upaya administratif atau upaya hukum
d.  Kredibilitas pihak yang terutang, dilaksanakan untuk memastikan tidak terdapat tunggakan Utang yang telah diberitahukan surat paksanya;
e.  Kondisi keuangan Pihak Yang terutang, dilaksanakan untuk menilai dan memastikan Pihak Yang Terutang mengalami kesulitan keuangan, dapat diperiksa atas:
i.     Laporan keuangan Pihak Yang Terutang.









ii.	Catatan  keuangan,  dalam  hal  diajukan  oleh Pihak Yang Terutang yang tidak diwajibkan untuk	menyelenggarakan   pembukuan   yang menghasilkan laporan keuangan.
iii.	Selain   itu   dapat   dilakukan   dalam   bentuk wawancara atau peninjauan lokasi
f.	Keadaan kahar, dilakukan dengan meneliti kebenaran surat mengenai keadaan kahar dari instansi terkait yang disampaikan oleh Pihak Yang terutang. Selain itu dapat	dilakukan   dalam   bentuk   wawancara   atau peninjauan lokasi
5.  Berdasarkan hasil penelitian, diberikan:
a.  Persetujuan Penundaan atau Pengangsuran, ketika:
i.     Permohonan dinyatakan lengkap;
ii.     Jangka waktu permohonan terpenuhi;
iii.	Utang tidak sedang diajukan upaya administratif atau upaya hukum;
iv.     Persyaratan kredibilitas terpenuhi;
v.	Hasil penelitian kondisi keuangan menunjukkan Pihak Yang terutang dalam kondisi kesulitan keuangan; dan
vi.	Hasil   penelitian   menunjukkan   Pihak   Yang Terutang mengalami keadaan kahar, dalam hal alasan	permohonan       Penundaan       atau Pengangsuran karena kahar.
b.  Penolakan Penundaan atau Pengangsuran, ketika:
i.     Permohonan tidak lengkap;
ii.     Jangka waktu permohonan tidak terpenuhi;
iii.	Utang sedang diajukan upaya administratif atau upaya hukum
iv.     Persyaratan kredibilitas tidak terpenuhi;
v.	Hasil penelitian kondisi keuangan menunjukkan Pihak	Yang   Terutang   tidak   dalam   kondisi kesulitan keuangan; dan/atau
vi.	Hasil   penelitian   menunjukkan   Pihak   Yang terutang tidak mengalami keadaan kahar, dalam hal	alasan    permohonan    Penundaan    atau Pengangsuran karena keadaan kahar.
6.  Terhadap hasil penelitian diputuskan:
a.  Dalam  hal Penundaan atau Pengangsuran diberikan persetujuan, Kepala kantor Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal menerbitkan:
i.  Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan
Penundaan Utang Kepabeanan;
ii.  Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan
Pengangsuran Utang Kepabeanan;
iii.  Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan
Pengangsuran Utang Cukai;


b. Dalam hal Penundaan atau Pengangsuran ditolak, Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal	menyampaikan     surat     pemberitahuan penolakan dengan disertai alasan penolakan.




	
	
	c.  Dalam hal Kepala kantor Bea dan Cukai atas nama
Direktur Jenderal tidak menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan atau surat pemberitahuan penolakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima secara lengap dan benar, maka permohonan penundaan atau Pengangsuran dianggap disetujui. Kemudian dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung setelah tanggal jatuh tempo, Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal.
7.  Apabila  terhadap  Utang  telah  diterbitkan  surat  paksa namun	belum   diberitahukan,   surat   paksa   dilakukan pembatalan dalam hal Utang telah diberikan persetujuan untuk dilakukan Penundaan atau Pengangsuran.
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	Jangka Waktu
Penyelesaian
	Direktur  Jenderal  memberikan  persetujuan  atau  penolakan
dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar.
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	Biaya/tarif
	Tidak dipungut biaya
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	Produk Pelayanan
	Keputusan Direktur Jenderal mengenai persetujuan Penundaan
dan Pengangsuran; atau Surat pemberitahuan penolakan
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	Penanganan
Pengaduan,
Saran dan Masukan
	1.  Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara
on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id
2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani Bypass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230
3.  Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja



